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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Humas Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR RI), tentang “Strategi Kehumasan DPR RI Rangka Implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik Terkait RUU Pilkada”. Maka berdasarkan hasil 

analisa data dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Tahap dan Proses yang dilakuan Humas DPR dalam implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan sesuai dengan Undang 

– undang Keterbukaan informasi Publik. Mulai dari mengindetifikasi 

jenis informasi, mana saja yang termasuk kedalam informasi yang 

menjadi kebutuhan publik. Misalnya seperti laporan kinerja DPR, 

Rancangan Undang – Undang atau terkait Undang – undang yang telah 

dihasilkan DPR. Kemudian Humas DPR melakukan pengklasifikasisn 

informasi dengan cara memilah – milah informasi mana saja yang 

termasuk kedalam informasi setiap saat, informasi sewaktu – waktu 

dan informasi berdasarkan permintaan. Jenis – jenis informasi yang 

dikecualikan DPR sesuai denga perintah UU KIP No.14 Tahun 2008 

dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010.  

2. Cara Humas DPR dalam mengkomunikasikan implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan cara mensosialisasiakan 

melalui kegiatan – kegiatan Kehumasan seperti penerimaan kunjungan 

delegasi masyarakat, kunjungan pelajar dan kunjungan professional 
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darai berbagai daerah di Indonesia. Cara berkunjung ke Humas DPR 

publik bisa mengirim email ke Humas DPR terkait kapan pelaksaan 

kunjungan, maksud dan tujuan kunjungan dan memberikan data siapa 

saja yang akan hadir kedalam kunjungan tersebut. Humas DPR juga 

membuka akses yang seluas-luasnya kepada public dengan 

menggunakan media online, elektronik, dan media cetak. Media online 

seperti Website PPID, Facebook, Twitter, Instagram, Website DPR 

dan Youtube,. Penggunaan media elektronik Humas DPR 

menggunakan media internal DPR yaitu melalui Televisi dan Radio 

Parlemen, sedangkan penggunaan media cetak Humas DPR 

melakukan penyebaran informasi melalui majalah dan buletin 

Parlemen. Tidak hanya memalui media dimaksud, masyarakat juga 

bias dating langsung ke Humas DPR dengan cara mendatangkan 

Humas DPR isi surat mohon untuk keperluan apa, alamat KTPnya 

jelas untuk keperluan apa kemudian diberikan kebagian pelayanan 

informasi untuk selanjutnya diproses oleh tim pelayanan informasi.   

3. Sasaran implementasi Keterbukaan Informasi Publik yaitu semua 

segmen yang memang itu menjadi sasaran kerja DPR dan masyarakat 

yang memilki kepentingan terhadap informasi di DPR, dalam hal ini 

informasi terkait tentang RUU Pilkada.  

4. Media yang digunakan Humas dalam Implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik yaitu media elektronik, media online dan media 

cetak.  
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5. Evaluasi yang dilakuan Humas dalam Implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

tata cara mendapatkan informasi di DPR, meningkatkan sarana dan 

prasarana serta pembenahan – pembenahan didalam internal Humas 

DPR. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis  

Banyak fenomena yang ada dalam ilmu komunikasi organisasi khususnya 

yang berhubungan dengan bidang studi public relations, yang bisa dijadikan objek 

penelitian. Peneliti berharap dalam penelitian yang selanjutnya bisa melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan strategi public relations terhadap 

implementasi Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI untuk lebih digali dan 

ditelaah secara mendalam dengan menggunakan metode lain yang berbeda.  

5.2.2 Saran Praktis  

 
Sedangkan saran yang dapat diberikan peneliti yang dilihat berdasarkan penelitian 

yang sudah dilakukan adalah: 

1. Humas DPR RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada semua 

stakeholdernya bahwa terkait informasi publik seperti informasi atau data 

yang dibuthkan publik bisa didapatkan secara online melalui website DPR. 

2. Humas DPR lebih meningkatkan penataan sistem kerja yang baik didalam 

internal Humasnya sendiri, memperbarui sarana dan prasarana yang 

memadai, serta memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap sumber 

daya manusianya dalam hal ini karyawan Humas DPR dalam memahami 

pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan 

informasi Publik. 
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